LURAH GLAGAH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN GLAGAH
NOMOR 03  TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GLAGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GLAGAH,

Menimbang  :  	a.  	bahwa  dalam  rangka  memajukan perekonomian  Kalurahan  dan  kesejahteraan masyarakat,  perlu  adanya  Badan  Usaha  Milik Kalurahan;
b.  	bahwa  untuk  mewujudkan  pelaksanaan otonomi  Kalurahan  yang  asli  dan  bertanggung  jawab dibutuhkan  peningkatan  sumber  Pendapatan Asli Kalurahan; 
c.  	bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dimaksud huruf  a  dan  b,  perlu  menetapkan  Peraturan Kalurahan  tentang  Pendirian Badan  Usaha  Milik  Kalurahan Glagah.

Mengingat  :  	1.  	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Daerah  Istimewa  Jogjakarta sebagaimana  telah  diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  18  Tahun  1951  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 1950  Republik  Indonesia  untuk  Penggabungan Daerah  Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo  dan Adikarta  dalam  Lingkungan  Daerah  Istimewa Jogjakarta  menjadi  satu  Kabupaten  dengan nama  Kulon  Progo  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2.  	Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa;
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ..... Tahun 2015;
4.  	Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950 tentang  Penetapan  Mulai  Berlakunya  UndangUndang  1950  Nomor  12,  13,  14,  dan  15  dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa  Timur/  Tengah/Barat  dan  Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. 	Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014tentang  Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. 	Peraturan pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7.	Peraturan Menteri  Kalurahan, Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Nomor  4  Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan,  Dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa;
8.  	Peraturan  Bupati  Kulon  Progo  Nomor  68  Tahun  2021 tentang Tata  Kelola Badan  Usaha  Milik Desa.


Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GLAGAH
DAN
LURAH GLAGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  	PERATURAN  KALURAHAN  GLAGAH  TENTANG PENDIRIAN BADAN  USAHA  MILIK  KALURAHAN  GLAGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :
1. 	Kalurahan  adalah  Kalurahan  Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
2.  	Pemerintah  Kalurahan  adalah  Lurah dan  Pamong  Kalurahan  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
3.  	Lurah adalah  Lurah Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
4.  	Badan  Usaha  Milik  Kalurahan,  selanjutnya  disebut  BUM  Kalurahan,  adalah badan  usaha  yang  seluruh  modalnya  dimiliki oleh  Kalurahan  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  Kalurahan  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. 
5.  	Badan  Permusyawaratan  Kalurahan,  selanjutnya  disebut  BPK,  adalah lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya merupakan  wakil  dari  penduduk  Kalurahan  berdasarkan  keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. 	Musyawarah kalurahan adalah musyawarah untuk Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7.	Anggaran Dasar adalah ketentuan Pokok Tata Laksana Organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUM Desa.
8.	Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
9.	Pegawai lainnya adalah pegawai teknis atas fungsional yang disebut degan nama lain yang tugasnya diatur Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
10.	Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda yang dapat dinilai dengan uang sebagai sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat atau hasil
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah kalurahan





BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Kalurahan ini didirikan BUM Desa Glagah.

Pasal 3
BUM Desa  sebagaimana dimaksud Pasal 2 bernama  Badan  Usaha  Milik  Kalurahan  BINANGUN MAKMUR SEJAHTERA Glagah, selanjutnya dalam Peraturan Kalurahan ini cukup disebut BUM Desa.

Pasal 4
(1)  BUM Desa berkedudukan di wilayah Kalurahan Glagah.
(2)  BUM Desa mempunyai wilayah usaha di Kalurahan Glagah.
(3)  Dalam  hal  dipandang  perlu,  tempat  usaha  dan  wilayah  usaha  BUM Desa dapat di luar Kalurahan Glagah.
(4)	Penetapan tempat usaha dan wilayah usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 5
(1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan dan  pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
(2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. penetapan pendirian BUM Desa;
b. Anggaran Dasar BUM Desa; dan
c. penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUM Desa.

Pasal 6
Pendirian	BUM	Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 didasarkan pada pertimbangan:
a. kebutuhan masyarakat;
b. pemecahan masalah bersama;
c. kelayakan usaha;
d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.


BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7
(1) Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya  dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
(2) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama;
b. tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan pendirian;
d. modal;
e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
f. nama dan jumlah penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas;
g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara     
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat,pelaksana Operasional,  
dan/atau pengawas; dan
h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan 
   pemanfaatan hasil usaha.
Pasal 8
(1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, Pelaksana  Operasional, dan pengawas.
(2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa;
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa;
c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa;
d. tata laksana kerja atau standar	operasional prosedur; dan
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa.
(3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi
Pasal 9
Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:
a. Musyawarah Kalurahan;
b. Penasihat;
c. Pelaksana Operasional; dan
d. Pengawas.

Bagian Kedua Musyawarah Kalurahan
Pasal 10
(1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
(2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh:
a. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
b. Pemerintah Kalurahan; dan
c. Unsur masyarakat.
(3) Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11 
Musyawarah Kalurahan berwenang:
a. menetapkan pendirian BUM Desa;
b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
c. membahas	dan	memutuskan	jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,   
  serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada BUM 
    Desa;
d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM  
    Desa;
e. mengangkat pengawas BUM Desa;
f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa;
h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh    
    Pelaksana Operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu 
  sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa:
j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah  
investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana  
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan  
     kegiatan tertentu;
n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau  
    Unit  Usaha  BUM  Desa yang diserahkan kepada Kalurahan;
p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung 
    jawab penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas;
q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan Aset 
   BUM Desa;
r. membahas	dan	memutuskan	bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan 
oleh penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian 
BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, 
Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik  
melaksanakan pertanggungjawaban;
t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena 
   keadaan tertentu;
u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian 
  harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit 
investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan 
BUM Desa.

Pasal 12
Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13
(1) Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
a. Musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
b. Musyawarah Kalurahan Khusus.
(2) Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
(3) Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
(4) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
(5) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
(6) Musyawarah Kalurahan Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan Tahunan.

Pasal 14
Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Tahunan dan Khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Bagian Ketiga Penasihat
Pasal 15
(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dijabat secara rangkap oleh 
     Lurah.
(2) Lurah dapat memberi kuasa kepada Carik dan/atau Ulu-Ulu untuk melaksanakan fungsi 
    kepenasihatan.
(3) Carik dan/atau Ulu-Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah 
      keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan    
      mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan 
      perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa.
(4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 16
(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:
a. bersama Pelaksana Operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati 
  Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan 
    oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
c. menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai dengan   
    keputusan Musyawarah Kalurahan;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara Pelaksana Operasional dan 
    mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
e. bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan
analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan 
penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada 
Musyawarah Kalurahan;
f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh 
  Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan 
    kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan keuangan;
g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan 
    keputusan Musyawarah Kalurahan;
h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa 
  dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM 
          Kalurahan; dan
i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama dengan nilai, 
jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan 
    pengelolaan BUM Desa;
b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja 
    BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa 
    sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha 
   BUM Desa;
e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha 
    BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM 
Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau 
keputusan Musyawarah Kalurahan;
g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi 
pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah 
Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
h. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM 
Kalurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau 
keputusan Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat
Pelaksanaa Operasional dan Pegawai BUM Desa

Paragraf 1 Pelaksanaan Operasional
Pasal 17
(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan  oleh  Direktur  BUM Desa.
(2) Pelaksana Operasional merupakan orang perseorang yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
(3) Jumlah Pelaksana Operasional ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
(4) Dalam hal Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang dapat terdiri atas:
a. Direktur; dan
b. Manager Usaha.
(5) Periodesasi jabatan Pengelola Operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
(6) Direktur memegang jabatan selama 5 (lima)  tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2  (dua) kali masa jabatan.
(7) Direktur diangkat oleh Musyawarah Kalurahan dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau Unsur Masyarakat di Kalurahan tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme Seleksi Calon Direktur.

Pasal 18
Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Direktur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) meliputi:
a. masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Kalurahan paling kurang 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Kalurahan;
d. pendidikan  paling   rendah    setingkat  Diploma  III (D III) diutamakan Sarjana (S1) atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
f. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Lurah;
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Direktur;
h. tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi,	kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa;
i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;
j. Direktur dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah; dan
k. Calon Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
1. Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk  
  menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
2. Lurah dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk 
  menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

Pasal 19
Mekanisme Seleksi Calon	Direktur sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) meliputi:
a. tahap persiapan;
b. seleksi Calon Direktur	Tahap I atau selanjutnya disebut Seleksi Administrasi;
c. seleksi Calon Direktur	Tahap II atau selanjutnya disebut Seleksi Kompetensi; dan
d. Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur.

Pasal 20
(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh Kalurahan.
(2) Lurah membentuk tim seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Lurah.
(3) Tim seleksi terdiri dari unsur:
a. Pamong Kalurahan;
b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK); dan
c. tokoh masyarakat.
(4) Tim seleksi dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(5) Tim seleksi bertugas menyeleksi Calon Direktur untuk nama yang akan diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan.
(6) Anggaran seleksi Calon Direktur dianggarkan pada APBKal paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
(7) Tim seleksi mengumumkan adanya informasi seleksi Calon Direktur selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 2 (dua) Calon Direktur dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari apabila kuota Calon Direktur belum terpenuhi.
(8) Informasi seleksi Calon Direktur paling sedikit memuat persyaratan calon dan berkas-berkas yang harus dilampirkan.

Pasal 21
(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
(2) Calon Direktur mengirimkan berkas administrasi berupa:
a. lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Lurah; dan
b. Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
1. mempunyai jiwa wirausaha;
2. tidak pernah menjadi anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan 
dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 
Negara, Daerah, Kalurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
4. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang 
    mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
5. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Lurah;
6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundangundangan 
                     dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direktur; dan
7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah Pengawas, dan pegawai/karyawan 
BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk 
menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
d. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Fasilitas Kesehatan 
Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani 
dan rohani;
f. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
g. pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan.
(3) Tim Seleksi mencocokkan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(4) Tim Seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.
(5) Hasil seleksi administrasi berisikan nama-nama yang telah memenuhi syarat kelulusan seleksi administrasi, kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(6) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Direktur Tahap I untuk mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 22
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana dalam Pasal 19  huruf c meliputi:
a. tes kemampuan dasar (bobot 20%);
b. tes pengoperasian komputer (bobot 20%); dan
c. tes kemampuan bidang (bobot 60%).
d. Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:
e. Pancasila;
f. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
g. Bahasa Indonesia;
h. Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa; dan
i. Pengetahuan Umum.
(2) Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan computer.
(3) Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:
a. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM 
    Kalurahan/Perusahaan/Lembaga;
b. keahlian khusus;
c. integritas; dan
d. kepemimpinan.
(4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi.
(5) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur.

Pasal 23
(1) Musyawarah Kalurahan seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan Musyawarah Kalurahan Khusus.
(2) Musyawarah Kalurahan Seleksi Calon Direktur memilih dan mengangkat Direktur dari nama calon direktur pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II.
(3) Apabila diperlukan sebagai tambahan bahan pertimbangan, Musyawarah Kalurahan seleksi calon direktur dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.
(4) Sebelum dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, calon direktur memaparkan tentang visi, misi, dan strategi pengembangan BUM Desa secara padat, jelas, analitis, dan visioner sesuai tugas dan wewenang Direktur.
(5) Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak atau voting.
(6) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai hak suara untuk voting.
(7) Pemilihan calon direktur oleh Musyawarah Kalurahan harus memperhatikan asas netralitas yang berorientasi pada kualitas calon direktur tanpa membawa hubungan pribadi, campur tangan dan pemaksaan dari pihak lain, serta kepentingan politik.
(8) Hasil Musyawarah Kalurahan tentang penetapan Direktur terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
(9) Hasil Musyawarah Kalurahan tentang penetapan Direktur terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 24
(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7) berwenang:
a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah 
    Tangga BUM Desa, dan/atau perubahannya;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai 
  dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, 
  anggaran rumah rangga, dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa baik secara internal organisasi 
    maupun dengan pihak lain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan 
    gaji,  tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain sekretaris dan 
  bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah 
Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 
Dasar BUM Desa;
g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM 
Kalurahan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat dan 
pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang 
    ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang 
    ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk 
                         penyelesai; dan
l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan 
lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan
segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar,
keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, serta mewakili  BUM  Desa di dalam dan/atau di luar
pengadilan.
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk 
kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, 
serta mewakili BUM  Desa  di  dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal 
dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 
BUM Desa, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang undangan;
b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa 
  untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk 
  diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa 
    kepada penasihat;
f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Kalurahan; 
    dan
g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis 
keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan 
modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah 
Kalurahan.

Pasal 25
(1) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dengan pertimbangan mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
(2) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Penasihat, Pengawas, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(3) Direktur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah  Kalurahan tanpa melalui mekanisme Seleksi calon direktur.
(4) Penetapan Hasil Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 26
(1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang- undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Kalurahan;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. mengundurkan diri; dan
g. meninggal dunia.
h. Dalam hal Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat mengajukan Pengelola Operasional lainnya atau seorang Pengawas sebagai Penjabat Sementara melalui Musyawarah Kalurahan.
(2) Pengangkatan Penjabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Penjabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Paragraf 2 Pegawai BUM Desa
Pasal 27
(1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan pemberhentian, hak dan  kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(2) Pegawai BUM Desa terdiri atas:
a. Sekretaris;
b. Bendahara; dan
c. Pegawai lainnya.
(3) Sekretaris dan Bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Direktur.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Bendahara diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan oleh Direktur.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Pengawasan BUM Desa
Pasal 28
(1) Pengawasan BUM Desa dilakukan oleh  pengawas yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
(3) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pengawas diangkat sebagai ketua yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengawas.
(4) Pelaksanaan kepengawasan dewan pengawas dilakukan secara kolektif kolegial.
(5) Pengawas memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun.
(6) Periodesasi jabatan pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
(7) Setelah masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, pengawas dapat diangkat kembali sampai 2 (dua) kali masa jabatan.
(8) Pengawas diangkat oleh Musyawarah Kalurahan dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat di BUM Desa tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme seleksi calon pengawas.

Pasal 29
Persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) meliputi:
a. masyarakat Kalurahan yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan  menetap  di  Kalurahan  paling  kurang 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi 
   Kalurahan;
d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III) diutamakan Sarjana (S1) atau 
dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui
papan pengumuman resmi milik Kalurahan atau media lainnya tidak ada pendaftar 
yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
e. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang 
    mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
f. bukan Lurah dan/atau tidak  sedang  mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh)  tahun  pada saat mendaftar menjadi Pengawas;
h. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas, kecuali menandatangani Surat 
Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai 
Pengawas;
i. Pengawas dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan
Fungsi pelaksana lembaga  Pemerintahan Kalurahan dan pengurus Lembaga 
Kemasyarakatan Kalurahan;
j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat 
menghambat pelaksanaan tugas sebagai Pengawas yang dibuktikan dengan Surat 
Keterangan Sehat dari dokter pemerintah; dan
k. Calon pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua,
  anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
2. Lurah dalam hubunganya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk   
    menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk  
  menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

Pasal 30
Mekanisme seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) meliputi:
a. tahap persiapan;
b. seleksi calon pengawas tahap I atau selanjutnya disebut seleksi administrasi;
c. seleksi   calon   pengawas   tahap II atau selanjutnya disebut seleksi kompetensi; dan
d. Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas.

Pasal 31
(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh Kalurahan.
(2) Lurah membentuk	tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
a. Pamong Kalurahan;
b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
c. Tokoh Masyarakat.
(4) Tim seleksi dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Perangkat Daerah terkait.
(5) Tim seleksi bertugas menyeleksi calon pengawas untuk nama yang akan diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan.
(6) Anggaran seleksi calon pengawas dianggarkan pada APBKal paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.
(7) Tim seleksi mengumumkan adanya informasi seleksi calon pengawas selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 2 (dua) calon pengawas dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari apabila kuota calon pengawas belum terpenuhi.
(8) Informasi seleksi calon pengawas paling sedikit memuat persyaratan calon dan berkas yang harus dilampirkan.

Pasal 32
(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
(2) Calon pengawas mengirimkan berkas administrasi berupa:
a. lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Lurah;
b. Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
1. mempunyai jiwa wirausaha;
2. tidak pernah menjadi Direktur atau Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Kalurahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
4. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
5. bukan Lurah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Lurah;
6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pengawas; dan
7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Lurah, Direktur, dan/atau pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
d. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter fasilitas kesehatan 
Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani 
dan rohani;
f. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
g. pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan.
(3) Tim seleksi mencocokkan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(4) Tim seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.
(5) Hasil seleksi administrasi berisikan nama-nama yang telah memenuhi syarat kelulusan Seleksi Administrasi, kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(6) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Pengawas Tahap I untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.

Pasal 33
(1) Seleksi kompetensi sebagaimana pada	Pasal 30  huruf c meliputi:
a. tes kemampuan dasar dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. tes pengoperasian komputer dengan  bobot  20% (dua puluh persen); dan
c. tes kemampuan bidang dengan bobot 60% (enam puluh persen).
(2) Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Bahasa Indonesia;
d. Pemerintahan Daerah;
e. Pemerintahan Kalurahan; dan
f. Pengetahuan Umum.
(3) Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer.
(4) Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:
a. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM 
    Kalurahan/Perusahaan/Lembaga;
b. keahlian khusus;
c. integritas; dan
d. kepemimpinan.
(5) Ketiga tes kompetensi dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi.
(6) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil seleksi calon pengawas tahap II dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas.

Pasal 34
(1) Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan Musyawarah Kalurahan Khusus.
(2) Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas memilih dan mengangkat Pengawas dari nama Calon Pengawas pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Pengawas Tahap II.
(3) Apabila diperlukan sebagai tambahan bahan pertimbangan, Musyawarah Kalurahan seleksi calon pengawas dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.
(4) Sebelum dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, Calon Pengawas memaparkan tentang visi, misi, dan strategi pengembangan BUM Desa secara padat, jelas, analitis, dan visioner sesuai wewenang dan tugas Pengawas kepada Musyawarah Kalurahan.
(5) Apabila tidak mencapai mufakat maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak atau voting.
(6) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai hak suara untuk voting.
(7) Pemilihan Calon Pengawas oleh Musyawarah Kalurahan harus memperhatikan asas netralitas yang berorientasi pada kualitas Calon Pengawas tanpa membawa hubungan pribadi, campur tangan dan pemaksaan dari pihak lain, serta kepentingan politik.
(8) Hasil Musyawarah Kalurahan tentang penetapan Pengawas terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.
(9) Hasil Musyawarah Kalurahan digunakan sebagai dasar untuk pelantikan Pengawas oleh Lurah.

Pasal 35
(1) Pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   28 ayat (2) berwenang:
a. bersama dengan penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
e. bersama dengan penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa.
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 36
(1) Pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dengan 
pertimbangan mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, 
kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
(2) Pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi 
terlebih dahulu oleh Penasihat dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
(3) Pengawas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
oleh Musyawarah Kalurahan tanpa melalui mekanisme Seleksi Calon Pengawas.
(4) Penetapan hasil Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa
jabatan Pengawas berakhir.

Pasal 37
(1) Pengawas dapat berhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Kalurahan;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pengawas BUM Desa;
e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
f. mengundurkan diri; dan
g. meninggal dunia.
(2) Dalam hal pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menunjuk Carik atau Ulu-Ulu sebagai Penjabat Sementara melalui Musyawarah Kalurahan.
(3) Pengangkatan Penjabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(4) Penjabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.


BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 38
(1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
(2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah.
(3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Desa.
(4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

Pasal 39
Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. Sasaran usaha, strategi	usaha, kebijakan, dan  program kerja/kegiatan BUM Desa;
b. anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan.

BAB VI MODAL

Pasal 40
(1) Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Kalurahan;
b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk  
   menambah modal.
(2) Modal awal BUM Desa berasal dari:
a. penyertaan modal Kalurahan; dan
b. penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan.
(3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
(4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan/atau gabungan orang dari Kalurahan.

Pasal 41
(1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
b. penambahan modal BUM Desa.
(2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. uang; dan/atau
b. barang selain tanah dan bangunan.
(3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. uang; dan/atau
b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
(4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah 
Kalurahan.

Pasal 42
Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau unit Usaha BUM 
Kalurahan;
b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
c. penugasan Kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 43
(1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kalurahan.
(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
(3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 44
(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada Penasihat dan Pengawas.
(2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
(3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
(4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kalurahan mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 45
Prosentase Kepemilikan Modal BUM Desa berdasarkan ketentuan:
a. Pemerintah Kalurahan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
b. Unsur Masyarakat paling  banyak  49% (empat puluh sembilan persen).

BAB VII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 46
Direksi  wajib  menyampaikan  laporan  keuangan  setiap bulan  dan akhir tahun,  kepada  Lurah dengan  tembusan  kepada  Panewu.

Pasal 47
Pengelolaan  Barang  untuk  keperluan  penyelenggaraan  BUM  Kalurahan dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TUNTUTAN GANTI RUGI DAN KEPAILITAN

Pasal 48
Setiap pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas sesuai kedudukannya yang  terkena  dan/atau  terlibat  perbuatan  melawan  hukum  atau dalam melaksanakan tugas  dan  kewajiban  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  mengakibatkan  kerugian  bagi  BUM  Kalurahan  wajib  mengganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
(1)  Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa. 
(2)  Dalam  hal  BUM  Kalurahan  tidak  dapat  menutupi  kerugian  dengan  aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan. 
(3) Unit  usaha  milik  BUM  Kalurahan  yang  tidak  dapat  menutupi  kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  mengenai kepailitan. 


BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50
(1) Direksi  wajib  menyampaikan  Laporan  Pertanggungjawaban  akhir tahun BUM  Kalurahan  kepada  Penasihat  paling  lambat  3  (tiga)  bulan  setelah  akhir tahun buku
(2) Laporan  Pertanggungjawaban  Akhir Tahun sebagaimana  dimaksud  ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
(3) Dalam  hal  ada  anggota  Direksi  dan  Dewan  Pengawas  tidak menandatangani  Laporan  Pertanggungjawaban  Akhir Tahun sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  disebutkan  alasannya secara tertulis.

Pasal 51

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Lurah dapat meminta bantuan auditor eksternal untuk melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BUM Desa secara insidental.
(2) Biaya yang timbul akibat audit eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada BUM Desa.

Pasal 52

(1)	BPK  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  Pemerintah  Kalurahan dalam membina pengelolaan BUM Desa. 
(2) 	BPK dapat menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan untuk meminta pertanggungjawaban  Pemerintah  Kalurahan  dalam pembinaan terhadap  BUM  Kalurahan satu kali dalam satu tahun atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Pada  saat  berdirinya  BUM  Kalurahan  berdasarkan Peraturan Kalurahan ini dilakukan  pemindahan  seluruh  kekayaan,  usaha,  hak  dan kewajiban,  dan  segala  perjanjian  yang  telah  dibuat  Lembaga Keuangan Mikro Binangun Glagah ke dalam BUM Desa.

Pasal 54
Segala ketentuan yang mengatur Lembaga Keuangan Mikro Binangun Glagah yang telah ada dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Kalurahan ini
(1) Lembaga Keuangan Mikro Binangun  Glagah berdasarkan  Peraturan Kalurahan  ini,  berubah  menjadi  Unit  Usaha  Jasa  Keuangan  Mikro yang merupakan salah satu unit usaha BUM Desa.
(2) Dewan  Pengawas,  Direksi,  dan  Pegawai  Lembaga Keuangan Mikro Binangun  Glagah berdasarkan  Peraturan Kalurahan  ini  berubah menjadi  Dewan  Pengawas,  Direksi,  dan  Pegawai BUM Desa.
(3) Masa  jabatan  Dewan  Pengawas  dan  Direksi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  sampai  dengan  berakhirnya  masa  jabatan  pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Glagah. 

Pasal 55
Piutang kepada Debitur  Lembaga Keuangan Mikro Binangun  Glagah yang  belum  lunas pada  saat  berdirinya  BUM Desa  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Kalurahan ini,  dilakukan pemindahbukuan piutang ke Unit  Usaha  Jasa  Keuangan  Mikro BUM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan Peraturan Kalurahan Nomer 06 Tahun 2020 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan dinyatakan tidak berlaku.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  Pengundangan 	Peraturan  Kalurahan  ini  dengan  penempatan  dalam  Lembaran Kalurahan Glagah Kepanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Glagah
pada tanggal  11 September 2023
LURAH GLAGAH,




SIGIT PRAMONO
Diundangkan di Glagah
Pada tanggal 11 September 2023
CARIK GLAGAH,




JAINAL ARIFIN
LEMBARAN KALURAHAN GLAGAH TAHUN 04 NOMOR 2023

PENJELASAN
ATAS
 PERATURAN KALURAHAN GLAGAH
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GLAGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam  rangka  memajukan  perekonomian  Kalurahan  dan kesejahteraan  masyarakat  sebagai  wujud  pelaksanaan  Otonomi  Kalurahan yang  nyata,  dinamis  dan  bertanggung  jawab,  salah  satu  upayanya adalah  peningkatan  terhadap  usaha  bisnis  dan  pelayanan  dan peningkatan sumber Pendapatan Asli Kalurahan.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  dimaksud  serta  untuk mewujudkan  peningkatan  kesejahteraan  dan  pendapatan  masyarakat maka  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Kalurahan  adalah  pilihan  dan  solusi yang  tepat.  Maksud  dan  tujuan  Badan  Usaha  Milik  Kalurahan  adalah sebagai  upaya  menampung  seluruh  kegiatan  di  bidang  ekonomi dan/atau  pelayanan  umum  dan  untuk  mendapatkan  keuntungan sebagai  sumber  Pendapatan  Asli  Kalurahan  berdasarkan  prinsip pengelolaan  perusahaan  yang  sehat  dengan  tetap  berpegang  teguh pada :
a.  syarat-syarat efisiensi dan efektifitas;
b.  prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
c.  pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas,  perlu menetapkan  Peraturan  Kalurahan  tentang  Pendirian Badan  Usaha  Milik  Kalurahan Glagah.

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5 
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16 
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40 
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas







[image: ]

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GLAGAH DAN LURAH GLAGAH

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GLAGAH KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2023

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GLAGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan September tahun dua ribu dua puluh Tiga. bertempat di Balai Kalurahan Glagah.

MENYEPAKATI BERSAMA :

 Peraturan Kalurahan Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo tentang
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN GLAGAH
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan  Kalurahan Glagah Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo, dan Lurah Glagah, Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo.

KETUA 
BADAN PERMUSYAWARATAN               	               	LURAH GLAGAH
KALURAHAN GLAGAH




      SUPRIYATI	  				             SIGIT PRAMONO
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON TEMON
KALURAHAN GLAGAH


     PERATURAN KALURAHAN
	           

NOMOR : 04 TAHUN 2023

                                                                                                                             
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA 
MILIK KALURAHAN GLAGAH
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